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ABSTRAK

Berdasarkan judul penelitian yaitu kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai
tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu pelayanan
kesehatan, maka tujuan penulisan tesis ini ialah untuk mengetahui dan memahami
kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala Puskesmas
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui dan
memahami kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi
Kepala Puskesmas dikaitkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan
memahami akibat hukum dari perspektif yuridis dan administratif jika kualifikasi
Kepala Puskesmas tidak terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pada
penelitian ini yang diteliti yaitu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggali
tentang kualifikasi Kepala Puskesmas dan realita empiris dalam pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tentang kualifikasi Kepala
Puskesmas yang dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggai tidak mempunyai kebijakan (beleidsregel) secara
tertulis dalam membuat keputusan penunjukkan calon Kepala. Keputusan untuk
mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas hanya bersifat hukum kebiasaan,
dikarenakan memang bukanlah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Banggai untuk mengatur kualifikasi Kepala Puskesmas melainkan kewenangan
dari Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang
kualifikasi Kepala Puskesmas dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan yaitu
Kepala Puskesmas yang tidak sesuai dengan kualifikasi belum mampu untuk
memenuhi Kkriteria kualitas mutu pelayanan kesehatan yang baik. Akibat hukum
perspektif yuridis adalah keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang
bersifat hukum kebiasaan dalam mengatur persyaratan yang harus dipenuhi setiap
calon Kepala Puskesmas merupakan bentuk keputusan yang bertentangan dan
dapat dibatalkan, SK Bupati Banggai tentang pengangkatan Kepala Puskesmas
dianggap sebagai keputusan yang cacat karena tidak memenuhi persyaratan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mencerminkan kepastian
hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dalam perspektif administratif adalah
pengurangan poin pada saat penilaian akreditasi, terjadinya pengunduran diri yang
dilakukan oleh Kepala Puskesmas akibat adanya rangkap jabatan, berdampak
pada ketidaksesuaian atas hak penggajian dan mempengaruhi penerimaan jumlah
BOK yang diterima Puskesmas.

Dari simpulan, diperoleh saran yaitu penyelenggaraan kebijakan yang
berkaitan  kualifikasi Kepala Puskesmas seharusnya dibentuk dengan
pembentukan SOP yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, bukan
berdasarkan pada keputusan yang bersifat hukum kebiasaan.

Kata Kunci: Kebijakan, Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah
Daerah, Puskesmas, Kualifikasi Kepala Puskesmas.
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ABSTRACT

The title of this study is Banggai District Policies on the qualifications of
the Puskesmas head associated with the quality of health services. It aims to find
out and understand Banggai District Policies on the qualifications of Puskesmas
head based on applicable laws, to find out the government policies on the
qualifications of Puskesmas head associated with the quality of health services,
and to find out and understand the legal consequences based on juridical and
administrative perspective if the qualifications of Puskesmas head are not fulfilled
in accordance with the applicable law.

This study applied an empirical juridical method. It examined Banggai
District Policies on the qualifications of Puskesmas head and the empirical reality
of the implementation of the Banggai District Policies on the qualifications of
Puskesmas head associated with the quality of health services.

Based on the results and discussion, it can be concluded that Banggai
District does not have a written policy (beleidsregel) in appointing the Puskesmas
head. The decision to regulate the qualifications of the Puskesmas head is just a
customary legal decision because it is not the authority of the Banggai District to
regulate such qualifications, but it’s central government’s authority. Banggai
District Policies on the qualifications of Puskesmas head associated with the
quality of health services; it turns out that Puskesmas heads are not in accordance
with the qualifications and have not been able to meet the criteria of good quality
health services. The legal consequence based on the juridical perspective, the
costmary decision of the Banggai District in regulating the requirements of
Puskesmas head is contradictory and reversible. The Decree issued by Banggai
District Regent regarding the appointment of the Puskesmas head is considered a
flawed decision because it does not meet the provision of the law, not reflect legal
certainty, and can be canceled. The legal consequences based on the
administrative perspective are the reduction of points in accreditation assessment,
the resignation of Puskesmas head due to double positions, non-compliance with
payroll rights, and affects the amount of BOK received by the Puskesmas.

Based on the conclusion, the researcher suggests the implementation of
policies regarding qualifications of Puskesmas head must consider the
establishment of SOPs by Banggai District Health Office in accordance with the
Regulation of Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform
Number 35 of 2012 concerning Guidelines for Designing Standard Operating
Procedures of Public Administration, not based on customary legal decisions.
Keywords: Policies, Legislation, Local Government, Puskesmas,
Quialification of Puskesmas Head.
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